BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat :

1.

KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PUNCAK JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 13 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiamna telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat diubah apabila
berdasarklan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat (1)Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terkahir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015 -2019;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan
Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;



25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 - 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2018 Nomor 2);

30.Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PUNCAK JAYA

Menetapkan

dan

BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN

2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2017 - 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak
Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya
Nomor 2), diubah sebagai berikut:

Tahun 2018



1.

-5-

Ketentuan Pasal 5 pada Lampiran RPJMD diubah, sehingga RPJMD perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 6 ditambahkan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis
daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

(3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat
dalam RKPD tahun berkenaan.

(4) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang
tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan
nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan
perubahan dengan persetujuan DPRP.

(5) Pelaksanaan RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Tahun 2022.

Diantara Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana yang
terkait dengan Pembagian Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah yang
telah ditetapkan, wajib dilakukan penyesuaian terhadap RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(2) Segala Perencanaan dan Pengangaran yang sudah dilakukan sebelum
ditetapkan Peraturan Daerah ini di anggap sah dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak
Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
YUNI WONDA

Diundangkan di Mulia

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA,
CAP/TTD

TUMIRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
CAP/TTD

IWAN S. S RUMBINO
NIP 19841125 200212 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian
dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu sesuai
bunyi Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
dinyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: a.hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai
dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka muatan materi untuk menyusun
perubahan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022, mencakup:

3. Penyesuaian terhadap data dan informasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD
dengan memperhtikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan
menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan
pembangunan daerah, antara lain ...l s ettt ,
................... dan ...oooviiiiii

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2017-2022 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya
dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan RPJMD perubahan dijabarkan lebih
lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah
Kabupaten Puncak Jaya yang memuat prioritas program dan kegiatan dari
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk Tahun 20......

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pada saat RPJMD Perubahan ini ditetapkan, berbagai regulasi baru
belum seluruhnya diikuti dengan peraturan pelaksanaannya.
Mengingat berbagai peraturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan
nantinya dimungkinkan menuntut penyesuaian RPJMD kembali.

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 4
TAHUN 2021



